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PUTUSAN
Nomor 372/Pdt.G/2022/PA.Mn

[V

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan

sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

M. Franky Widya Saputra bin Tjoa Kiem Hay, NIK 3577032709810002, umur
41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha
Sendiri (Pelukis), tempat kediaman di Jalan Asahan Il No.51,
RT 012 RW 004, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota

Madiun. Sebagai Pemohon.
melawan

Dewi Utami binti Ibnu Karyono, NIK 3577035809820005, umur 40 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Sendiri
(Online Shop), tempat kediaman di Jalan Asahan Il No.51, RT
012 RW 004, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota

Madiun. Sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa
alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober

2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan
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Pengadilan Agama Kota Madiun pada hari itu juga dengan register perkara
Nomor 372/Pdt.G/2022/PA.Mn, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2004, Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun,
sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 392/30/VI11/2004,
tertanggal 13 Agustus 2004;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Termohon selama 14 tahun dan sudah di karuniai 2 anak

yang bernama :
1. Rachel Defrans Saputri, (Perempuan), Madiun, 13 juni 2005;
2. Deffrans Widya Saputra, (Laki-laki), Madiun, 27 Oktober 2014;

3. Bahwa sejak Juni 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon

mulai tidak harmonis disebabkan karena:

a. Bahwa sejak Juni 2012 hubungan antara Pemohon dan Termohon
mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang
di sebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada
kecocokan dan karena Pemohon dan Termohon selalu berbeda
pendapat masalah pola pikir dalam berumah tangga seperti materi
untuk anak dan kebutuhan rumah tangga dalam sehari-hari serta
Termohon merasa kurang tercukupi dengan pemberian nafkah ekonomi

oleh Pemohon;

b. Bahwa sejak bulan April 2022 Pemohon mengucapkan kata talak

kepada Termohon seperti “kamu saya talak 3 (tiga)”;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2022

antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak
bulan April tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan,
Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang;
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6. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 6 bulan, maka
hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya
karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya
sebagai istri terhadap Pemohon;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak
berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena
Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan

kehidupan rumah tangga

8. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan
ketentuan syara’, serta mengingat Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta
(Pelukis) dengan penghasilan rata-rata kurang lebih  sebesar
Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan maka jika ada perceraian
Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah
sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon
untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Madiun kiranya berkenan menerima dan

memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Primer :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (M. Franky Widya Saputra bin Tjoa Kiem
Hay) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dewi Utami
binti Ibnu Karyono) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Madya Madiun

setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
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3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar
talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa Nafkah selama
masa iddah setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta
selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon
hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan

Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon
untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dr.
H. Sofyan Zefri, S.Hi., M.Si tanggal 16 November 2022, ternyata mediasi tidak

berhasil;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak
mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang
berikutnya Termohon tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya
meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta
tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi
dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama M. Franky Widya Saputra
Nomor 3577032709810002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota
Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
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Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 392/30/VI1111/2004 Tanggal 13 Agustus
2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Taman Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah
dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan

saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Tutik Puji Rahayu binti Abdullah, umur 42 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Citarum
No. 06, RT 026 RW 006, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota

Madiun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan
dengan Pemohon sebagai teman Pemohon dan Termohon sejak tahun
2004 hingga sekarang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Agustus

2004 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

rumah orang tua Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak,
masing-masing bernama Rachel Defrans Saputri, (Perempuan), dan

Deffrans Widya Saputra, (Laki-laki);

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya
rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Juni 2012 sudah
tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi sering sekali mendengar Penggugat dan Tergugat
cekcok, sebab saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan

Termohon;
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- Bahwa, ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon
disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda
pendapat padahal hanya hal sepele saja selalu dibuat ribut, saksi

melihat mereka berdua memang sama-sama keras kepala;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak April 2022
dan pada bulan Oktober 2022 Pemohon meninggalkan rumah bersama
dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sejak saat itu sampai dengan
sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha

merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Yoyok Pujiono bin Kasiman, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sempu RT
005 RW 002, Desa Sukowidi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, di

bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki

hubungan dengan Pemohon sebagai teman sejak kecil;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang
menikah pada tanggal 13 Agustus 2004 di Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Taman Kota Madiun;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi
harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak
pertengahan tahun 2012 yang mengakibatkan antara Pemohon dan
Termohon sudah pisah ranjang sejak April 2022 dan pada bulan
Oktober 2022 Pemohon meninggalkan rumah bersama dan tinggal di
rumah orang tua Pemohon sejak sampai dengan sekarang dan
selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu
lagi;
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- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan
Termohon disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon selalu
berbeda pendapat masalah pola pikir kerana mereka sama-sama keras
kepala tidak ada yang mau mengalah;

- Bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar,

karena saya sering ke rumah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan

merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap dengan pendiriannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan
upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, hamun
tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan
(4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR
jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka
pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;
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Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
cerai talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang akibatnya sejak April 2022 telah berpisah tempat tinggal
hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi
menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut,
dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai talak
ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf
() Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus

menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena
alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus
memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak
harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan
dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk
rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa pada tahap sidang pemeriksaan pokok perkara
Termohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil
secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang, karena itu permohonan ini

harus diperiksa di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang
saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup,
telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat
tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat
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kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh
Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai
akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti

bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai
cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti
surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan
bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Agustus
2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga
telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon
dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Agustus
2004 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun, hal
tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio
memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak

yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang
dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan
sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal

sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai
hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga
Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar
langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
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sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan

di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak Juni 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Pemohon dan
Termohon selalu berbeda pendapat masalah pola pikir dan perbedaan sifat

Pemohon dan Termohon yang sama-sama tidak mau mengalah;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan
Termohon pisah ranjang sejak April 2022 dan pada bulan Oktober 2022
Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang dan
selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak
melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana

layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan
Termohon dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan
Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon
bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas
dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi
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untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah
tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan
sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena
perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat
diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab
perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim
menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon selalu
berbeda pendapat masalah pola pikir dan perbedaan sifat Pemohon dan
Termohon yang sama-sama tidak mau mengalah, sehingga keadaan tersebut
mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis,

menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon
dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan
mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya
dibanding kebaikannya. Meskipun Pemohon dan Termohon telah didamaikan
secara maksimal, baik diluar persidangan maupun dalam proses persidangan,
namun Pemohon tetap berkeinginan kuat untuk menceraikan Termohon, maka
sikap tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang sulit didamaikan lagi dan tentunya akan timbul suatu
pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah
satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi
mempertahankan perkawinannya, apakah masih harus dipertahankan atau
ditangguhkan sambil menunggu pulihnya kondisi dan tekad Pemohon untuk
melakukan perceraian dengan Termohon yang tentunya akan memakan waktu
yang cukup lama, hal mana bertentangan dengan asas hukum acara perdata,
cepat, sederhana dan biaya ringan;
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Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan
Imam al-Ghazali, bahwa kemaslahatan yang dimaksud dalam Islam adalah
mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara
tujuan syara’ bukan didasarkan kepada kehendak hawa nafsu yang akan
membawa pada kenistaan dan kehancuran, hal mana sejalan dengan maksud
kaidah fighiyyah:

chadl Qs Je adte auldall ¢ )

Artinya: "Menghindari kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik
kemaslahatan”

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk
dalam al-maslahah al-dharuriyah (primer), maka pada saat terjadi
perceraianpun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut
dengan al-maslahah al-takhsiniyyah (komplementer) artinya bagaimana terjadi
perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi ajaran
Islam. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa, apabila rumah tangga
Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetap dipertahankan, akan
mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak ada saling
melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya,

mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa menurut kaidah fighiyyah yang memberikan petunjuk
bahwa dalam menghadapi dua mudharat yang mungkin terjadi, agar diambil
yang lebih ringan sebagaimana terdapat dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhair

yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih

ringan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang

terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Bagarah ayat 227, yang berbunyi :

s 8 - 513 ,’:"“a)f/.’ -
Ao gt il Ol allpie o
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Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah
Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada
hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini
perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bi Ma'ruf tidak
berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi lhsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar’i,
yuridis, maupun sosiologis, dihubungkan dengan fakta hukum yang telah
dibuktikan oleh Pemohon, maka unsur-unsur alasan perceraian Pemohon
berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f), dan Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai
dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada
Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon dihadapan
sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh
Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami
dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isteri

selama isteri masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon menyatakan
kesanggupannya untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada
Termohon sebagai wujud kewajiban Pemohon dalam menjalankan ketentuan
syara’ apabila terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b)
Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang bahwa Pemohon
mempunyai i'tikad baik dan sikap terpuji, oleh karena itu harus dihormati untuk

dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon sebagaimana

pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon poin 3 tentang nafkah
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iddah dapat dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah
selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta
rupiah) sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (M. Franky Widya Saputra bin Tjoa Kiem
Hay) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dewi Utami

binti Ibnu Karyono) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah
selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebelum
ikrar talak dilaksanakan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp545.000,00
(lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 Masehi
bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Nur
Chotimah, S.H.l.,, M.A. sebagai Ketua Majelis, Ulfiana Rofiqoh, S.H.l dan
Lusiana Mahmudah, S.H.l., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang
sama dan dibantu oleh H. Maksum S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;
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Ketua Majelis

Ttd.

Nur Chotimah, S.H.l., M.A.

Hakim Anggota Hakim Anggota
Ttd. Ttd.
Ulfiana Rofigoh, S.H.I Lusiana Mahmudah, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Maksum S.Ag

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran . Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 75.000,00
3. Panggilan : Rp. 400.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Redaksi . Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah . Rp. 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah)
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